
BERITA NEGARA 

REPUBLIK INDONESIA 
No.1601, 2020 KEMENKEU. Petunjuk Pelaksanaan Lelang. 

pencabutan.  

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR  213/PMK.06/2020 

TENTANG 

PETUNJUK PELAKSANAAN LELANG 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, 

Menimbang : a. bahwa ketentuan mengenai pelaksanaan lelang telah 

diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang 

dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

90/PMK.06/2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Lelang 

dengan Penawaran secara Tertulis Tanpa Kehadiran 

Peserta Lelang melalui Internet; 

b. bahwa untuk meningkatkan pelayanan lelang, 

mewujudkan lelang yang lebih efisien, efektif, 

transparan, akuntabel, sederhana, modern dan 

menjamin kepastian hukum, serta merespon 

berkembangnya model transaksi perdagangan melalui 

sistem elektronik, perlu melakukan penyempurnaan 

ketentuan mengenai pelaksanaan lelang; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan 

Peraturan Menteri Keuangan tentang Petunjuk 

Pelaksanaan Lelang; 
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Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Lelang (Vendu Reglement, Ordonantie 28 

Februari 1908 Staatsblad 1908:189 sebagaimana telah 

beberapa kali diubah terakhir dengan Staatsblad 1941:3); 

3. Instruksi Lelang (Vendu Instructie, Staatsblad 1908:190 

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 

Staatsblad 1930:85); 

4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang 

Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008, Nomor 166 Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 

5. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang 

Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 98); 

6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian 

Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 

Nomor 1862) sebagaimana telah beberapa kali diubah, 

terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

229/PMK.01/2019 tentang Perubahan Kedua atas 

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian 

Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 

Nomor 1745); 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PETUNJUK 

PELAKSANAAN LELANG. 

 

BAB I  

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan: 

1. Lelang adalah penjualan barang yang terbuka untuk 

umum dengan penawaran harga secara tertulis dan/atau 
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lisan yang semakin meningkat atau menurun untuk 

mencapai harga tertinggi, yang didahului dengan 

Pengumuman Lelang.  

2. Barang adalah tiap benda atau hak yang dapat dijual 

secara Lelang. 

3. Objek Lelang adalah Barang yang dilelang. 

4. Pengumuman Lelang adalah pemberitahuan kepada 

masyarakat tentang akan adanya Lelang dengan maksud 

untuk menghimpun peminat Lelang dan pemberitahuan 

kepada pihak yang berkepentingan. 

5. Lelang Eksekusi adalah Lelang untuk melaksanakan 

putusan atau penetapan pengadilan, dokumen-dokumen 

lain yang dipersamakan dengan itu, dan/atau 

melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang- 

undangan. 

6. Lelang Noneksekusi Wajib adalah Lelang untuk 

melaksanakan penjualan Barang yang oleh peraturan 

perundang-undangan diharuskan melalui Lelang. 

7. Lelang Noneksekusi Sukarela adalah Lelang untuk 

melaksanakan penjualan Barang milik swasta, 

perorangan atau badan hukum/badan usaha yang 

dilelang secara sukarela. 

8. Lelang Noneksekusi Sukarela Terjadwal Khusus yang 

selanjutnya disebut dengan Lelang Terjadwal Khusus 

adalah Lelang Noneksekusi Sukarela atas barang 

bergerak yang waktu pelaksanaannya ditentukan oleh 

Penyelenggara Lelang secara tertentu, rutin, dan 

terencana. 

9. Hak Menikmati adalah hak yang memberi wewenang 

untuk menikmati atau memanfaatkan barang milik pihak 

lain dalam jangka waktu tertentu dengan membayar 

sejumlah uang dengan tidak mengubah status 

kepemilikan.  

10. Legalitas Formal Subjek dan Objek Lelang adalah suatu 

kondisi dimana dokumen persyaratan Lelang telah 

dipenuhi oleh Penjual sesuai jenis lelangnya dan tidak 

ada perbedaan data, menunjukkan hubungan hukum 
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antara Penjual dengan barang yang akan dilelang, 

sehingga meyakinkan Pejabat Lelang bahwa subjek 

Lelang berhak melelang Objek Lelang, dan Objek Lelang 

dapat dilelang. 

11. Lelang Dengan Kehadiran Peserta adalah Lelang yang 

dihadiri secara fisik oleh Peserta Lelang di tempat 

pelaksanaan lelang atau melalui media elektronik yang 

memungkinkan para Peserta Lelang dapat saling melihat 

dan mendengar secara langsung dalam pelaksanaan 

lelang.  

12. Lelang Tanpa Kehadiran Peserta adalah Lelang yang 

tidak dihadiri secara fisik oleh Peserta Lelang di tempat 

pelaksanaan lelang atau dilakukan melalui Aplikasi 

Lelang atau Platform e-Marketplace Auction. 

13. Lelang Tidak Ada Penawaran adalah Lelang yang tidak 

ada penunjukan Pembeli karena tidak ada penyetoran/ 

penyerahan Uang Jaminan Penawaran Lelang, tidak ada 

penawaran, atau tidak ada penawaran yang memenuhi 

persyaratan.  

14. Lelang Ditahan adalah Lelang yang tidak ada 

penunjukan Pembeli karena penawaran tertinggi belum 

sesuai dengan harga yang dikehendaki oleh Penjual.  

15. Lelang Ulang adalah Lelang yang dilaksanakan untuk 

mengulang Lelang Tidak Ada Penawaran, Lelang Ditahan 

atau Lelang yang pembelinya Wanprestasi. 

16. Aplikasi Lelang Berbasis Internet yang selanjutnya 

disebut Aplikasi Lelang adalah program komputer 

berbasis internet yang digunakan untuk 

menyelenggarakan dan/atau memfasilitasi Lelang Tanpa 

Kehadiran Peserta yang dikembangkan oleh DJKN atau 

Balai Lelang.  

17. Lelang Dengan Penawaran Secara Tertulis Tanpa 

Kehadiran Peserta Melalui Aplikasi Lelang Berbasis 

Internet yang selanjutnya disebut Lelang Melalui Aplikasi 

Lelang adalah penjualan barang yang terbuka untuk 

umum dengan penawaran harga secara tertulis tanpa 
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kehadiran Peserta Lelang untuk mencapai harga tertinggi 

yang dilakukan melalui Aplikasi Lelang. 

18. Unit Pengelola Teknologi Informasi dan Komunikasi yang 

selanjutnya disebut Unit Pengelola TIK adalah unit yang 

ditetapkan untuk mengelola teknologi informasi dan 

komunikasi dalam penyelenggaraan Lelang termasuk 

Unit Pengelola TIK Kementerian Keuangan dan DJKN. 

19. Gangguan Teknis adalah gangguan yang terjadi pada 

Aplikasi Lelang dan/atau infrastruktur Teknologi 

Informasi dan Komunikasi (TIK) sehingga Lelang tidak 

dapat dilaksanakan. 

20. Wadah Elektronik Lelang yang selanjutnya disebut 

Platform adalah wadah berupa aplikasi, situs web, 

dan/atau sistem elektronik berbasis internet yang 

digunakan untuk transaksi dan/atau fasilitasi Lelang 

Tanpa Kehadiran Peserta. 

21. Pasar Lelang Secara Elektonik yang selanjutnya disebut 

e-Marketplace Auction adalah pasar Lelang dalam bentuk 

aplikasi berbasis internet untuk memfasilitasi transaksi 

Lelang Tanpa Kehadiran Peserta, yang bertumpu pada 

kemandirian, kepercayaan, keamanan, dan kemudahan 

bertransaksi. 

22. Penyedia Wadah Pasar Secara Elektonik yang selanjutnya 

disebut Penyedia Platform e-Marketplace adalah pihak 

baik orang pribadi, badan, maupun Bentuk Usaha Tetap 

yang bertempat tinggal atau bertempat kedudukan atau 

memiliki kegiatan usaha di dalam wilayah Negara 

Kesatuan Republik Indonesia yang menyediakan Platform 

berupa e-Marketplace. 

23. Uang Jaminan Penawaran Lelang adalah sejumlah uang 

yang disetor kepada penyelenggara lelang oleh calon 

Peserta Lelang sebelum pelaksanaan lelang sebagai 

syarat menjadi Peserta Lelang. 

24. Garansi Bank Jaminan Penawaran Lelang adalah 

jaminan pembayaran yang diberikan bank kepada 

penyelenggara lelang selaku pihak penerima jaminan, 

apabila Peserta Lelang selaku pihak yang dijamin tidak 
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